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2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang
memblerikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang
merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang
mempelajari  suatu  bidang tertentu secara khusus yang akan
memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum,
jurnal-jurnal ilmiah dan karya ilmiah lainnya.

Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,”® seperti menggunakan

Kamus Hukum, Website, dan hal-hal yang terkait.

D. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum

memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat
ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian nya, sebab data itu masih merupakan
data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengelolanya. Proses
yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh
untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
kenyataan. Setelah data dilakukan baik studi kepustakaan maupun studi lapangan

yang diperoleh melalui wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis dan

* ibid




image6.jpeg
dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pemlasalahan.zq

“Nelvitia Purba dkk, Metodologi Penelitian Hukum, Pustaka Media Publishing, Medan,
2024, hal. 89

28




image1.jpeg
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penel

an
Lokasi Penelitian ini berada di kantor DPRD kauaten Batubara yang
beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.63 Lima Puluh Kota, lima Puluh

Kabupaten Batubara.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum mengenal 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian
yuridis empiris, yang menggabungkan penelitian yuridis normatif (doktrinal) dan
penelitian empiris, yang dinamakan penelitian yuridis empiris. Metode penelitian
ini bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder
terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal dan
makalah *'yang berkaitan dengan peran DPRD Kabupaten dalam mengawasai
perda bidang ketenagakerjaan. Sementara secara empiris, penelitian ini langsung
mengambil data secara langsung di lokasi penelitian. **

a) Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris maka pendekatan yang
dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan

pendekatan studi kasus (case study approach). Penelitian hukum dengan

*Soerjono Sockanto, 2008, Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat, Jakarta :
Raja Grafindo Persada, hal. 17

Arikunto, Suharsimi. 2006, Prosedur Penclitian Suatu Pendckatan Praktik Edisi Revisi.
Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.
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pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus menekankan
bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum,
sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat dari sudut
hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana.dalam hal ini peranan
DPRD Kabupaten Batubara yang berarti yang dikaji dari sudut pandang hukum

tata negara.

Pendekatan peundang-undangan ini memiliki arti sebagai pendekatan
penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang diteliti.
Dengan pendekatan ini dapat dipahami kandungan undang-undangan dimaksud
dan dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan antara undang-undang dengan
permasalahan yang teliti. Dalam hal ini apakah DPRD kabupaten Batubara telah
melakukan perannya dalam mengawasi regulasi dibidang ketenagakerjaan, apakah

ada benturan atau tidak atau sebaliknya.

b). Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif
analitis bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau
kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam

masyarakat.” Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu dengan

*Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta , 2005, hal. 4
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memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara

5 . 2
sistematis.””

C. Sumber Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan
dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam
penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar
permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data
yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer

dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan
Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (literature
research) yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer,
sekunder maupun tersier.

b. Wawancara
Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi
penelitian atau lapangan (fleld research) didapatkan melalui wawancara
dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian
yang berlangsung secara lisan agar mendapatkan informasi-informasi yang

lebih detail.

Fpeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Prenda Media Group Surabaya, 2005, hal.
32.
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data
primer dan sekunder, yaitu :
a. Data Primer
Data primer y;itu data yang di dapat langsung dari sumber pertama yang
terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan
wawancara tersruktur baik dengan para pihak.
b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan
terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer
bahan hukum sekunder dan tertier, yaitu :
1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang
mencakup peraturan perundang-undang, yaitu :
a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
b) Undang-undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
¢) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
d) Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

e) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.




